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ABSTRAK

Skripsi ini membahas.tentang Peran. Pengadilan Agama Solok Kelas 11
Terhadap Pelaksanaan Itsbat Nikah Dalam Pernikahan Siri. Banyaknya
permohonan itsbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Solok memberikan
cerminan bahwa. masih banyak masyarakat yang. tidak mencatatkan
perkawinannya di Kantor Urusan Agama. Dalam rentang waktu tahun 2021
sampal tahun 2023 perkara itsbat nikah merupakan perkara terbilang tinggi.
Peneliti-ini mengangkat pokok masalah tentang “Peran Pengadilan Agama Solok
Kelas 1l Terhadap Pelaksanaan Itsbat Nikah Dalam Pernikahan Siri dengan
mengangkat sub masalah yaitu: 1. Bagaimana Peran pengadilan dalam proses
penetapan itsbat nikah di Pengadilan agama Solok. 2. Bagaimana pertimbangan
hakim dalam menetapkan itshat nikah di Pengadilan Agama Solok.. Instrumen
pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik
pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan beberapa proses yaitu
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil
penelitian ini menyatakan bahwa (1) Peran Pengadilan Agama dalam Proses
Penetapan Itsbat Nikah yaitu bahwa pengadilan agama berwenang untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sesuai dengan prosedur di dalam
pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, pertimbangan
Hakim dalam melaksanakan putusan Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama
Solok yaitu dengan dasar hukum Pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan tentang
batasan pengajuan itsbat nikah, kemudian hakim dalam memeriksa perkara
menggunakan dasar hukum Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang tentang
rukun perkawinan-dan Pasal 19, 20, dan 21 tentang wali nikah, Pasal 30 tentang
mahar, dan juga tidak terdapat halangan perkawinan sesuai dalam Pasal 39 sampai
dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Selain dari dasar hukum di atas hakim
juga dalam menetapkan perkara itsbat nikah baik yang diterima ataupun yang
ditolak, hakim memeriksa duduk perkara para pemohon dan mempertimbangkan
kemashlahatannya, kemudian mengemukakan dalil-dalil syar’i dalam
pertimbangannya melaksanakan itsbat nikah.
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